
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR : PL.102 / 155 / 14 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 19 AGUSTUS 2022

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANGINFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DIKLAT
KECAKAPAN KAPAL TRADISONAL PENANGKAP IKAN DENGAN

PELAYARAN MAKSIMAL 60 MIL BAGIAN DECK

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN

PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SKK KLM ANGKATANIV

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN : Hp 78.840.000,-

TERBILANG ; TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN

RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

JANGKA WAKTU : 12 (DUA BELAS) HARIKALENDER

PENYEDIA BARANG

PT. HOTEL MANYAR
Jl. Gatot Subroto No. 110, Rt.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi

Jawa Timur
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BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 162 / 12 / PlP.SMG-2022

30 Agustus 2022
Pengadaan Faket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLMAngkatan IV
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh dua (30-08-
2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa
untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan
Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia
Barang/Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA

KAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

MP WP

PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003,
Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi JATIM
01.110.044.3-627.000

NO URAIAN

KELENGKAPAN

(+)
KETERANGAN

Sesuai
Tdk

Sesuai

1 Kualitas Barang/jasa; + Sesuai Spesifikasi Teknis

2 Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan
+

Sesuai Surat Perintah Keija
(SPK)

3 Dokumen Tagihan
+

Sesuai Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2021

BASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekeijaan untuk Paket Pekeijaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV ini dibuat.
Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (IIEa)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG .
JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pip-semarang.ac Id
KODE PCS 50242 Home Page www.Dio-semarana ac Id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL. 102 / 155 / 15 / PIP.SMG-2022

Paket Pekeijaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diktat Pemberdayaan Masyarakat SKK
KLM Angkatan IV.

Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : HERIPRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 155 / 14 / PIP.SMG-2022 Tanggal 19 Agustus 2022,
bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. HOTEL MANYAR
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab.

Banyuwangi Jawa Timur
yang dalam hal ini diwakili oleh DR. ADRIDWI PRASETYO,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat

SKK KLM Angkatan IV;
2. Tanggal mulai keria: 19 Agustus 2022:
3. Svarat-svarat pekeijaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penvelesaian: selama 12 (Dua belas) hari kalender dan pekeijaan harus sudah

selesai pada tanggal 30 Agustus 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai
ketentuan dalam SPK.

Semarang, 19 Agustus 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

C
HERI PRASETYO. S.M.

PPKRM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerim^^n menyetujui:
Untuk @ Ljt^^ama PT. HOTEL MANYAR

...

m
■ i K"

DR-^Ami bWLPPASETYO
Direktur'
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 155 / 14 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

Nama PPK HERIPRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. HOTEL MANYAR

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA

DIKTAT

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SKK KLM

ANGKATANIV

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 151 / 27 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 154 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19
- 30 Agustus 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 /155 /14 / PIP.SMG-2022

Tanggai : 19 Agustus 2022

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memetiuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jiunlah atau voliune,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan pemiintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas nama PT.
HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak imtuk setiap hari
kelambatan dan imtuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tereebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pend^nai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOTEL MANYAR

m
rpen Ho>"-

-■'ANY U
i  (h

DR. ADRIDWI PRASETYO
Direktur
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SURAT PERINT AH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 14 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

Nama PPK HERIPRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. HOTEL MANYAR

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SKK KLM

ANGKATANIV

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 151 / 27 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 154 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19
- 30 Agustus 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

H/LRGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 /155 /14 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayaikan dan atau disetor melalui PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas nama PT.
HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas narha

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

METE
_XEM

ciA550EAJX55785

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOXEL MANYAR

mpf^ar
3aii)gn Hov

-ffNT Oi-'-'ir.s: rt ••

DR. ADRIDWI PRASETYO

Direktur
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 155 / 14 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

Nama PPK HERIPRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. HOTEL MANYAR

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA

DIKTAT

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SKK KLM

ANGKATANIV

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 151 / 27 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 /154 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 imtuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19
- 30 Agustus 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

H/LRGA

HARGASATUAN jUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh rihu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 14 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jvimlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai ICQ % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas nama PT.
HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOTEL MANNAR

Pi>n HOT'"^234AJ^

'' " T »If. !-• ,r; f .

DR. ADRIDWI PRASETYO

Direktur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesiflkasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsimg atau
disediakan sehubimgan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK dan semua peralatan tersebut haras dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
haras dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh htikum yang berlaku atas pelaksanaan SPK Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selurah
pekeijaan, kecuah kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan selurah pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

0. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperiiitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetiyui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasaikan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan peraeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeqaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeqaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeqaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeqaan. Hasil
pemeriksaan pekeqaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeqaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeqaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeqaan di lokasi pekeqaan dicatat dalam buku barian sebagai
baban laporan barian pekeijaan yang berisi rencana dan reaUsasi pekeqaan barian.

c. Laporan barian berisi:
1) penempatan tenaga keqa untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlab dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk bujan, banjir dan peristiwa alam laiimya yang

berpengarub terbadap kelancaran pekerjaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan barian dibuat oleb penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleb konsultan dan
disemjui oleb wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiii dari rangkuman laporan barian dan berisi basil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu minggu, serta bal-bal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi basil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu bulan, serta bal-bal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijcian di lokasi pekeqaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebib awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeqaan pada Tanggal Mulai Keija, dan melaksanakan pekeqaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeq'aan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kabar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalaban atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleb Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleb Para Pibak untuk dipeipanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalab tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelab pekeqaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyeraban pekeqaan.

b. Sebelum dilakukan serab terima, PPK melakukan pemeriksaan terbadap basil
pekeqaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan basil pekeqaan dapat dibantu oleb pengawas
pekeqaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekuiangan-kekurangan dan/atau cacat basil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintab PPK.



e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK seteiah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendnm SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data pemmjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai imtuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.



b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeqaan yang telah dicapai, temias\ik:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeqaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diseiahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeq'aan;
5) penyedia menghentikan pekeq'aan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujiian PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineqa setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeq'aan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekeqaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;



b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekegaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujnh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia imtuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban xmtuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pim personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langstmg maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini meruf^an
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003
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SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib tnemenuhi kualifikasi sesuai dengan baiang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditimjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesLQkasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarican kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua KonstruksiAiahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban tmtuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk;
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keqanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia beikewajiban imtuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk timtutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggimgan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeqaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeqaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeqaan daiam rangka pengawasan kuaiitas dan waktu pelaksanaan pekeqaan. Elasil
pemeriksaan pekeqaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeqaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeqaan, seliiruh
aktivitas kegiatan pekeqaan di lokasi pekeqaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeqaan yang berisi rencana dan realisasi pekeqaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keqa untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jiimlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeqaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeqaan di lokasi pekeqaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeqaan pada Tanggal Mulai Keqa, dan melaksanakan pekeqaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeqaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeqaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeqaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeqaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeqaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeqaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeqaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeqaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh basil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalul adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi;
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Penehti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teqadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.



b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeqaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeqaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kejmda PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeqaan;
5) penyedia menghentikan pekeqaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeqaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran imtuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekeqaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeqaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak;



b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kumn waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaao
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
imtuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perseUsihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSEUSIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-simgguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsimg maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (EQ/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOT|^ MANYAR

"gnpen hot

DR. ADRIDWI PRASETYO

Direktur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan Jiunlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban imtuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUMYANGBERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langstmg atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pimgutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam h^ga SPK.

.  PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi tegadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeg'a untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK imtuk melaksanakan pekeijaan berdasaikan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia beikewajiban imtuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekegaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan teiiiadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memermtahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeqaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekegaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeqaan. Hasil
pemeriksaan pekeqaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeqaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeqaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeqaan di lokasi pekeqaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeqaan yang berisi rencana dan realisasi pekeqaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keqa untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeqaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeqaan di lokasi pekeqaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeqaan pada Tanggal Mulai Keqa, dan melaksanakan pekeqaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeqaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeqaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeqaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeqaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeqaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeqaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeqaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeqaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK meneiima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekegaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan imtuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.



b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melaku^n
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran imtuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pemndang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasU pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak;



b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keqa setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk memmda f)embayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi persehsihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban imtuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua persehsihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika persehsihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka persehsihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISl

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

C
HERl PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOTEL MANYAR

m a
nan HO

••ANYo«V'VA,%vr"i ..

DR. ADRIDWI PRASETYO

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
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POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG .
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG
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TELP (62)024-8311527
(62)024-8311528
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Nomor : PL. 102/154/14/PIP-SMG-2022 Semarang, 18 Agustus 2022
Lampiran : ~

Kepada Yth.
Direktur PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi
Jawa Timur

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekeijaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 005/HM/VI1I/2022 tanggal
14 Agustus 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV dengan basil negosiasi harga sebesar Rp.
78.840.000," (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kami nyatakan
diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Belanja RM

C

HERl PRASETYO. S.M.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. ;

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPl) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang
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BERITA ACARA

RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 154 / 13 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekeqaan Pengadaan Paket

Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV dari Pejabat

Pengadaaan No.PL.102/154/12/PIP.SMG-2022 tanggal 18 Agustus 2022 telah diadakan Rapat Pra

Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon

Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang

dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 18 Agustus 2022

2. Draft Surat Perintah Keija dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP.

3. Untuk harga satuan pekeijaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas

volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peny^^l^j^ng/Jasa
PT. H(OTll yimVAR

n
■JQ

n HO'
Aw/ u V*/A - i or, =

DR. i^RI f>wr PRASETYO
Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang

c
HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDF lYA

2^

NI. S.ST. MM
Pembina (IV/a;

NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA EVALUASl. KLARIFIKASl DAN NEGOSIASI

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 153 / 12 / PIP.SMG-2022

16 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLMAngkatan IV
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-08-
2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk
pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP
Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat :
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NPWP

PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003,
Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa
Timur

01.110.044.3-627.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Surat Penawaran:

- Bertanggal 4- 14 Agustus 2022

- Masa berlaku surat

penawaran
+ 30 Hari Kalender

- Jangka waktu pelaksanaan -1- 12 Hari Kalender

- Harga Penawaran (dalam
angka dan huruf)

■f

Rp. 79.020.000,-
(Tujuh puluh
sembilan juta dua
puluh ribu rupiah)

- Tanda - Tangan 4- Direktur

BASIL AKHIR LULUS

Basil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis



B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS
B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

NO. NAMA DOKUMEN Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Spesifikasi teknis +

2 Jadwal Waktu Pelaksanaan +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

NO. NAMA DOKUMEN Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Daflar Kuantitas dan Harga +
■

2 Koreksi aritmatik +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualiflkasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 Formulir Isian Kualiflkasi;

a. Data Administrasi +

b. Landasan Hukum +

c. Pengurus Perusahaan +

d. Ijin Usaha (SIUP) +

e. Ijin Lainnya (TDP) +

f. Data Keuangan +

g. Data Pengalaman
Perusahaan 4 Tahun Terakhir

+

h. Data Pengalaman Pekeqaan
yang sesuai

+

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualiflkasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan LULUS
dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.



E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan
dalam dokumen pengadaan.

2. Teknis

a. Calon Penyedia Barang sanggup / tidah aanggup melaksanakan / menyerahkan
pekeijaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.

b. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak oanggup menyerahkan barang-barang /
pekeijaan dalam keadaan baru dan berfungsi

c. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak oanggup melaksanakan Pekeijaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil
sebagai berikut:
a. Harga Penawaran Pekeijaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh

PT. HOTEL MANYAR sebesar Rp. 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua puhih
ribu rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003, Bulusan Kalipuro,
Kab. Banyuwangi Jawa Timur
01.110.044.3-627.000

Rp. 79.020.000,-
Rp. 78.840.000,-
Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen
penawaran untuk Paket pekeijaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DikJat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLMAngkatan /Fini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Negosiasi
Terbilang

Menyetujui:
Penyedia Barang/Jasa

PT. HQS3^MANYAR

mp^c
BQiagen Hg
'^ANY U - INOONi-'^

QCPjnF ni.
DR. ADRl DWI PRASETYO

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

7^

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA BASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUNANGGARAN

PL. 102 / 154 / 12 / PIP.SMG-2022

18 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan TV
2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-
08-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekeijaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesttai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

>  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langstmg dengan
Pascakualifikasi.

>  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta
syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu PT. HOTEL MANYAR.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu)

Perusahaan.

3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
♦♦♦ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal

tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat
dilanjutkan evaluasi.

❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
HPS/OE : Rp. 79.200.000,-

No NAMA PERUSAHAAN
NILAI

PENAWARAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

KET.

1. PT. HOTEL MANYAR Rp. 79.020.000,- Rp. 79.020.000,- Lengkap



4. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 153 / 12 /
PIP.SMG-2022 tanggal 16 Agustus 2022, unsur - unsur yang dievaluasi beserta hasilnya
adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi: Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi: Sesuai

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil
sebagai berikut:

No
NAMA

PERUSAHAAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

NILAI

NEGOSIASI

HASIL

EVALUASI

1. PT. HOTEL

MANYAR
Rp. 79.020.000,- Rp. 78.840.000,- LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsimg (BAHPL) Pekeijaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

r

KRISTIN ANITA INPRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002
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HASIL NEGOSIASI HARGA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKK KLM ANGKATANIV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang; Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

PT. HOTjgL MANYAR

cm

a

Semarang, 16 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

ar
n HOT

PIP Semarang

isVS'AH^l-INDOl"

DR^ APkffaWl PRASETYO
Direktur

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGtJARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIRAN BIDANGINFRASTRUKTUR

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKK KLM ANGKATAN IV

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

2022

OW.M R ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB PT. HOTEL MANYAR NEGO

NO .NAMABARANG JIJMLAH
JIJMLAH

HARI

RARGA (Rp) H.ARGA (Rp) H.ARGA (Rp)

SATUAN JUMLAH SATLAN JLM1.AH . . .SATUAN, JUMLAH

1 Paket penginapan 120 pax 3 Rp 220.000 Rp 79.200.000 Rp 219.500 Rp 79.020.000 Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 79.200.000 JUMLAH Rp 79.020.000 JUMLAH Rp 78.840.000

PPN
-

PPN
-

PPN
-

TOTAL Rp 79.200.000 TOTAL Rp 79.020.000 TOTAL Rp 78.840.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRlYAfVI. S.ST. MM

Petnbina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp79.020.000 PENAWARAN

Rp79.020.000 KOREK.SI

RpO SELISIH

-Rpl80.000 TERHADAP HPS

-0,23% PROSENTASE

Rp78.840.000

Rp78.840.000

RpO

-Rp360.000

-0,45%



EVALUASl HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANGINFRASTRUKTUR

FENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAVAAN MASVARAKAT SKK KLM ANGKATAN IV

JL, SINGOSARI 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB PT. HOTEL MANYAP

NO NAMA BARANG JUMLAH
JIMLAH

HARI

HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

SATUAN JUMLAH (Rp)

1 Paket penginapan 120 pax 3 220.000,00 79.200.000,00 219.500,00 100% WAJAR Rp 79.020.000

JUMLAH Rp 79.200.000 JUMLAH Rp 79.020.000

PPN
-

PPN
-

TOTAL Rp 79.200.000 TOTAL Rp 79.020.000

PEJABAT FENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

tS

I. S.ST. MMKRISTIN ANITA INDR YA

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp79.020.000

Rp79.020.000

RpO

-RplSO.OOO

-0^3%



EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI. TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASl PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAVAAN MASYARAKAT SKK KLM ANGKATAN IV

JL. SEVGOSARI 2A SEMARANG

2022

NO. NAMA PERUSAHAAN

SYARAT-SYARAT PENAWARAN
KETERANGAN

1 2 3 4 5A SB 5C 5D 5E 5F 5G

1 PT. HOTEL MANYAR + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWALWAKTUPELAKSANAAN(TrMESCHEDULLE)

3. SPESIFIKASI TEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMENKUALMKASI

A.PAKTAINTEGRITAS

B. FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

C. FOTOCOPY SIUP

D. FOTOCOPY TDP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

-r
j  j

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembbia, TV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangan

Ada

Tidak Ada

Ada, Tidak Memenuhi

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX 1(62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : jnfo@plp-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Paqe : www.DlD-semarana.ac.Id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Selasa

16 Agustus 2022
Pejabat Fengadaan Barang/Jasa
Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLMAngkatan IV

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

1.
KRISTIN ANITA

INDRIYANI, S.ST, MM
V

Penyedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

1. DR. ADRI DWI PRASETYO PT. HOTEL MANYAR

1.

rTfc^lya
>grfc-n hc'

:'iU7 f:



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
VKAN

JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page www, Dip-semarana ac id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL.102 / 153 / 11 / PIP.SMG-2022

16 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua (16-08-
2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri:
1  Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2  Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. HOTEL MANYAR

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut:
Bahwa Perusahaan PT. HOTEL MANYAR telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan
Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV. Nilai
penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua
puluh ribu rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka
waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 12 (dua
belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV ini dibuat dalam rangkap
secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dif)ergunakan
sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

TANDA-TANGAN

1. DR. ADRI DWIPRASETYO PT. HOTEL

MANYAR mj woiJr
igRDen h

;-iyU\A/AhKl- IHD<:
'^UNT Ot- f iHt I



iSSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAOAN LAYANAN UMUM

POLITEKNiK ILMU RELAYARAN SEMARANG
YK4N

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE PCS 50242 Home Page : www oiD-semaranq ac id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP^

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL.102 / 153 / 11 / PIP.SMG-2022

16 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diktat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLMAngkatan IV
2022

Rp. 79.200.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu
rupiah)

NO.
NAMA

DOKUMEN

HARGA

JANGKA WAKTU

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5

PENAWARAN
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1.
PT. HOTEL

MANYAR
-1- -1- + + + Rp 79.020.000,-

30 Hart

Kalender

12 Mart

Kalender

+ : ada

-  ; tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran

2. Dokumen Penawaran Teknis

- Spesifikasi Teknis
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan

3. Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga

4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia
PT. HQj

ng/Jasa
AR

m . Qr
DR. DWIPRASETYO

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANGINFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DIKLAT
KECAKAPAN KAPAL TRADISONAL PENANGKAPIKAN DENGAN

PELAYARAN MAKSIMAL 60 MIL BAGIAN DECK

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SKK KLM ANGKATANIV

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PT. HOTEL MANYAR
Jl. Gatot Subroto No. 110, Rt.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa Timur



MANYAR HOTEL ★ *
■" SubfOtO 1 }0 PO Bo* 136 Telp (0333J 424741 424742, 427373. 427374 Fa* (0333) 424742

rr^^OnUO''^ CO lO websile www monvorlvjlel com
f~OT&. blogspot bttp .//manyargardenhoteibonyuwongt blogsDO! com

•  ® n-ieter seteian penyeberongan ) ketapANG BANYUWANGi - INDONESIA• SESTAiiRANT • BAR • TENNIS COURT • COFFEE SHOP • LAUNDRY • MUITI CHANNEL TV • SWIMMING POOt

Nomor : 005/HMA/III/2022 Banyuwangi, 14 Agustus 2022
Lampiran ; 1 (satu) set

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

dl
Jl. Singosaii 2A Semarang

Perihal Pengadaan Paket Penglnapan Peserta Diktat Pemberdayaan Masyarakat
SKK KLM Angkatan IV

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 /151 / 27 / PIP.SMG-2022 tanggal
12 Agustus 2022 dan setelah Kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan
ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Paket Penglnapan Peserta DIklat
Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV sebesar Rp. 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan
juta dua puluh ri bu ruplah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum daiam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
seiama 12 (Dua belas) hari kalender.

Penawaran ini beiiaku seiama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. HMMnYAR

nr
QP

DR. AMtVVlff^TYO
Direktur



HOT&.
I  111 1 11^ I II II I

MarMMtM • wacailu

MANYAR HOTEL * *
Jl Gafot SuDfOtO 110 PO Box 136 Telp (0333} 424741 424742. 427373, 427374 Rix (0333) 424742

Emoil manvafgafdenhofeltxinvuwangi@vahoo co lo website www nriQnvarhcfel com
,  blogspof bttp;//monyargardentx>fe!bonyuwangi piogsoot com

( ♦ 500 meter setelori penyeberongan ) KETAPANG - BANYlfWANGi • INDONESIA
• RESTAURANT • BAR • TENNIS COURT • COFFEE SHOP • LAUNDRY • MUITI CHANNEL TV • SWIMMING POOL

SPESIFIKASITEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
SKK KLM Angkatan IV

Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

Banyuwangi, 14 Agustus 2022

PT. MANYAR

m
anoor

^ f v.,' ! ' ; .

dr.'adri dwi prasetyo
Direktur
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MANYAR HOTEL * *
Jl Gatot Subfoto 110 PO Box 136 Telp (0333) 424741 424742, 427373, 427374 Fox (0333) 424742

Email manyofgaraenhof^banyuwQngi@vahoo co la website wwwmonvarhotel com
btogspot htfp //monvargordenhotelbonyuwongi ptogsoot com

! : 500 meter setelob penyeberongan ) KEIAPANG BANYUWANGi - INDONESIA
• RESTAURANT • BAR • TENNIS COURT • COFFEE SHOP • LAUNDRY • MUITI CHANNEL TV • SWIMMING POOL

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
SKK KLM Angkatan IV

Politeknik ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No Uraian Harl

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV

12

A Kontrak Efektif 1

B Tahap Perencanaan 1

C Tahap Pekerjaan 8

D Serah Terlma 1

E Selesal 1

Banyuwangi, 14 Agustus 2022

PT. HOfEtMANYAR

m
H(

IRANY 'J F'-r^l -
DRr ADRI DWIPRASETYO

Direktur
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MANYAR HOTEL**
J) Gato) SuBfOtO 110. PO Bo* 136 Teip {0333) 424741 424742, 427373. 427374 Fo* [0333) 424742

Emoil manyafgardenhotelbonyuwangjfavahoc co io website www monvarhofei com
blogspot http //manyargordenhoteSfcanyuwongi ptogspof com

( i 500 meter setetafi penyeberongan ) KETAPANG - BANYUWANGi - INDONESIA
• RESTAURANT • BAR • TENNIS COURT • COFFEE SHOP • LAUNDRY • MUITI CHANNEL TV • SWIMMING POOL

SATUAN KERJA

PEKERJAAN

LOKASI

TH. ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKK KLM ANGKATANIV

JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG

2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.500 Rp 79.020.000

JUMLAH Rp 79.020.000

Terbilang: Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah

Banyuwangi, 14 Agustus 2022

PT.fii0m;MANYAR

Jit ^

PrHOi
. A N Y \,! VvSJT ■ i - j H O rI irtt" ■■

DR. ADRI DWI PRASETYO

Direktur

mc
an



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DIKLAT
KECAKAPAN KAPAL TRADISONAL PENANGKAP IKAN DENGAN

PELAYARAN MAKSIMAL 60 MIL BAGIAN DECK

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SKK KLM ANGKATAN IV

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PT. HOTEL MANYAR
Jl. Gatot Subroto No. 110, Rt.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa Timur



MANYAR HOTEL**
J GatOt Sh.^010 110 PO fe>* 136 le»p (0333) 42474! 424742 427373. 427374 Fa* (0333) 424742

£rno4 ma^«<^d@r^»»®ton¥ywcr>gi#yQ!w> co <0 wetsste - www.nKHWOfhcrte!.com
,  Wc^-spot - w?p^;/manyargafGen^x>f©!oonyuwQr4^ biogsoot com
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• RfstAiiftANi • «Afi • nwm cot«t • coffK SMOf • uwfajsv • imn iv • s*fiWMi«© kxa

PAKTA

INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak dan atas nama

DR. ADRI DWI PRASETYO

3578082502820005

DIREKTUR

PT.HOTEL MANYAR

dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV dengan ini men57atakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ];

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Banyu

m
HO

2022

UWAF^i-iNOOH'

DR. ADRfDWr PRASETYO

Direktur



fil MANYAR HOTEL**
J! Goto! SUMCrtO 110. PO Bo* »36 !(Wp {0333J 42474! 424742. 427373. 427374 fo* [0333) 424742
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FORMULIR ISIANKUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan
Bertindak dan atas nama

Alamat

Telepon
Fax

E-mail

DR. ADRI DWI PRASETYO

DIREKTUR

PT. HOTEL MANYAR

JL. GATOT SUBROTO NO. 110, RT.0G2 RW.0Q3, BULUSAN
KALIPURO, KAB. BANYUWANGIJAWA TIMUR
:  (0333) 424741
:  [0333] 424742
: manyargardenhotelban5n1wangi@yahoo.co.ld

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

2 saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Departemen/lnstansl;

3 saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4 saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang

terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5 badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6 salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar

Hitam;

7 data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;



A. Data Administrasi

1 Nama

2  Status

3 Alamat Kantor Pusat

B.

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4 Alamat Kantor Cabang

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

Izin Usaha

1 No. Surat Izin Usaha (NIB)

PT.HOTEL MANYAR

Pusat Cabang

JL. GATOT SUBROTO NO. 110, RT.002 RW.003,

BULUSAN KALIPURO, KAB. BANYUWANGIJAWA

TIMUR

(0333) 424741

(0333) 424742

manyargardenhotelbanyuwangKPyahoo.co.id

0242000990475

2 Masa berlaku izin usaha :

3  Instansi pemberi izin usaha :

C. Izfn Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1 No. Surat Izin TandaDaftar :

Perusahaan

2 Masa berlaku izin :

3  Instansi pemberi izin :

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a  NomorAkta

b  Tanggal

c  Nama Notaris

2 Akta Perubahan Terakhir

a  NomorAkta

b  Tanggal

c  Nama Notaris

BERLAKU SELAMA MENJALANKAN KEGIATAN

USAHA.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

440/30/429.111/2020

5 TAHUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KAB.BANYUWANGl.

25

29 MARET 1975

KARTINI SH

01

07ME1 2015

VILLYA SANDRA DEWI



E. Pengurus

1 Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No, Nama No.KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1. TRISNOWATI B 3573025910560001 KOMISARIS

2,

Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama NO.KTP jabatan dalam Badan Usaha

1. DR-ADRIDWI P 3578082502821005 DIREKTUR

2.

F. Data Keuangan

1 Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) /Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama NO.KTP Persentase

1. TRISNOWATI -B 3573025910560001 10%

2. NATHANIAM.K 3573026404790008 30%

3. DRADRIDWI P 3578082502821005 30%

4. DIMASTRI P 3573022010900001 30%

2 Pajak

A Nomor PokokWajib Pajak

B Bukti Laporan Pajak Tahun

terakhir

C Bukti Laporan Bulanan (tiga

bulan terakhir):

1  PPh Pasal 21

2  PPh Pasal 23

3  PPh Pasal 25/Pasal29

4  PPN

01.110.044.3.627.000

2021

d Surat Keterangan Fiskal (sebagai

pengganti hurufb dan c)



G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No Nama Tgl'bls/thR iahif Tingka{
Pendidikan

Jabatan daiam

pekeijaan
Pei^alaman
keija
(tahun)

Profess/

keahlian

Tsdain

SertifikatZ

ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No Jenis

FasilitasZ

Perlengka
pan

Jumlah Kapasitas atau
output pada saat ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)
Lokasi

Sekarang
Status

Kepemilik
ss/Oukys

gan Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang

dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No Nama

Paket

Pekeijaan

Sub

Bidang
Pekerjaan

Lokasi Pemberi TugasZ Pejabat
Pembuat Komitmen

Kontrak Tanggal Selesai
Menurut

Nama AlamatZ Telepon NoZ

Tanggal
Nilai Kontrak BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Siirat Keterangan/ZReferensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor ; 06I/692/REF/PN/2022

Tanggal : 22 Agustus 2022
Nama Bank : FT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Banyuwangi
Rekening : 0022903349

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian
hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan
badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
sesuai dengan ketenPuan peraturan perundang-undangan.

Banyuwangi,
PT. HOTEL

14

5-.

M

83AJX

2022

war
n Hc?

DR. ADRIDWI PRASETYO

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
YKAN

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email ir>fo@pip-semarang ac id
KODE PCS 50242 Home Paqe www plD-semarana ac id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARI/TANGGAL

: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.

PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG

INFRASTRUKTUR. DIKTAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG TRANSPORTASI LAUT

(PRIORITAS NASIONAL). DIKTAT KECAKAPAN

KAPAL TRADISONAL PENANGKAP IKAN DENGAN

PELAYARAN MAKSIMAL 60 MIL BAGIAN DECK

: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKTAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKK

KLMANGKATANIV

:  JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

; SENIN, 15 AGUSTUS 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN
■rif' .

I PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, Rt.002

RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab.

Banyuwangi Jawa Timur

DR. ADRI DWI

PRASETYO /

Direktur

11.00 WIB

jnt r . .

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDR

7^
YAfNL S.ST. MM

Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

VILLYA SANDRA DEWI, SH. M.Kn.
DAERAH KERJA KABUPATEN BAimmANGI

•  S.K MENTBRI HUKUM DAM BAR ASASI MAMUSIA RI NCMOR : AHU-728; AH. 02. 01
TAHDM 2010 TAHOGAL 03 MARst 2010

•  S.K MBMTSRl MZOARA AGRARIA / KSPALA BADAM PERTAMABAM HASIOMAL RX
MOMOR : 803 / KEP-17.3 /X / 2013 TAHSGAL 21 ORXOBER 2013

fl.. ACHMAD YANl NO. 83 TELP (0333) 421177, FAX (0333) 423383
BANYVWANCl
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llYA SANDRA DEWI, SH.M Kn
Kabupaten Banyuwangi

»RAO^

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

^  Nomor : 01 .

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-05-2015 ( tuiuh Mei duaribu-

linafaelas ) Ptikul 09.00 ( seabilan nol nol ) «IE ( Waktu Indo

nesia Barat ). hadir aenghadap dihadapan saya, VILLYA SANDRA-

DE«I, Sarjana Hukua, Haqister Kenotariatan, Notaris di Kabupa

ten Banyuwangi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukua —

Dan Hak Asasi Hanusia Republik Indonesia tanqqal 03-03-2010 -

{  tiga Haret tahun duaribu sepuluh ) Nonor ;

AHU-728,AH.02.01.Th.2010, berkantor di Jalan Jendral Achaad -

Vani Noaor 87, Banyuwangi, dengan dihadiri para s'aksi yang ea

ya, Notaris kenal dan akan disebut pada baqian akhir Akta ■—

ini ;

*  Nyonya TRISNOWATI BUDIONO. Lahlr di Magelanq pada tangqal-

19-10-1956 ( seabilanbelas Oktober tahun seribu seoibilanra

tus linapuluh enan ), Harqa Negara Indonesia, Wiraswasta,-

bertenpat tinggal di Jalan Rinjani Nomor 1 Rukun Tetangga—

014 Rukun Warqa 007, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klo

jen, Kota Malang ; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -

3573025910560001 tanqqal 27-07-2012 ( duapuluh tujuh Juli-

tahun duaribu duabelas ) yang berlaku hingga tanggal

19~10-£.017 ( sembilanbelas Oktober tahun duaribu tujuhbe -

las )

- yanq untuk sementara berada di Banyuwangi.

- Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak berda -

sarkan kuasa yanq di berikan kepadanya dalam Rapat Umum Pe

aegang Sahaa Perseroan tersebut dibawah ini.

J " Penqhadap telah saya, Notaris kenal!



NOTARIS - PPAT

VILLYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi Penqhadap dalaa kedudukan sebaq

aifflana disebutkan diatas ter

iebih dahulu aeneranqkan :

= Bah-a pada tanqqal 11-04-2015 ( sebelas April tahun duaribu
li.abelas ) .ia. 10.00 < sepuluh ) Waktu Indonesia Bahaqian Ba
rat, berte«pat di Kan tor Perseroan Terbatas PT. HOTEL MANYAR-

di Jalan Gatot Subroto No«or 110, Banyu«anqi telah diadakan -

Rapat Uflus Pemeqanq Saha® Perseroan Terbatas PT. HOTEL HANYAR

,  berkedudukan di Banyuwangi yang Anggaran Dasarnya tercantu®

dala« :

Akta tertanggal 29-03-1975 ( duapuluh se.bilan Maret tahun

seribu se«bilanratus tujuhpuluh li«a ) Nonor 25 ;

yang keBudian telah diubah dengan :

-  Akta tertanggal 23-06-1975 ( duapuluh tiga Juni Jtahun seri

I  bu sesbilanratus tu.iuhpuluh li»a ) Nonor 46 ;
Kedua Akta tersebut di atas seauanya dibuat dihadapan Kartir.i

, Sarjana Huku®, waktu itu HakJl Notaris Seaentara di Banyuwa

nqi ; Anqqaran Dasar berikut perubahannya tersebut diatas te

lah aendapat pengesahan dari Menteri Kehakiaan Republik Indo

nesia dalaa keputusannya tertanggal 01-07-1975 ( satu Juli ta

hun seribu seabilanratus tujuhpuluh lina ) Noaor :

Y.A.5/236/18 ; selanjutnya bertalian dengan perubahan-perubah

annya yang tercantua dalaa

Akta Berita Acara tertanggal 21-02-1976 ( duapuluh satu ~

Februari tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh enaa ) No -

aor 135 ; dan

I  - Akta Berita Acara tertanggal 26-02-1976 ( duapuluh enaa ~
Februari tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh enaa ) No -

aor 162 ;

Kedua Akta tersebut diatas seauanya dibuat oleh Soetjipto, ~

Sarjana Hukua, Klotaris di Surabaya ;



^OTARIS . PPAT
IYA SANDRA DEWI.SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi

Notulen Rapat dibawah tanqan tertanqqai 07-12-1973 ( tujuh

Desember tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh delapan ) ;

-  ■ftkta Berita Acara tertanqqai 09-12-1978 ( sembilan Dese® -

ber tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh delapan ) 14omor-

65 :

Akta tersebut diatas dibuat oleh Soetjipto, Sariana Hukum, Nu

tans tersebut diatas ;

-  Notuler, Rapat dibawah tanqan tertanqqai 27-12-1979 ( duapu

luh tujuh Desember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh -

sembilan ) ;

Akta Berita Acara tertanqqai 29-12-1979 ( duapuluh sesbi -

Ian Desember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh senbi -

Ian ) Noaor 67 : .

-  Akta Berita Acara tertanqqai 01-02-1980 ( satu Februari ta

j  bun seribu sembilanratus delapanpuluh ) Nomor 1 ;
Kedua Akta tersebut terakhir dibuat oleh Reinhardt Edmono Ba-

wolje, Sariana Hukum. waktu itu Notaris di Banyuwanqi ;

-  Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanqqai 30-03-1989 ( ti

qapuluh flaret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sem

bilan ) hkimor 118 ;

di.bua.+ dihadapar^ Veronica Ratna.Handayani, Sarjana Hukum, Kto-

taris di Banyuwangi ; dan perubahan terakhir yang tercantum -

dalas :

-  Akta Berita Acara tertanqqai 02-06-1989 ( dua Juni tahun -

seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan ) Nomor 30 ; —

Akta tersebut dibuat oleh Eko Handoko Uidjaja, Sarjana Hukum,

Notaris di Halanq.

Semua perubahan Anqqaran Dasar maupun perubahan Data Perse-

roan tersebut diatas hinqqa saat ini menurut keteranqan penq-

hadap, belum dimohonkan persetujuan*/ pengesahan dan belum di
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K *

\

beritahukan kepada yanq berHenanq.

=

J.h <lik.lu..k„ „i.H ^ ^
s«h,. pr.ontas Seri A »»„ 230 ( duaralus tl,.puU,h ) aaha. -
Oiasa Spri B. pppi„p„ ̂ ^,4 Jer.Pbut a.p„ai dppqan katpptu-
an ayat 3 Pa.al 15 Sp„arap Dasar P.rsproan tpr.ebut, l.lah -
dlpyat.kad sah olah Kptua Rapatpya dan d.pat .anpa.bu k,p„ -
tusan - kpputusan yap, sab dap .dnpakat, dalaupup tidak diada
kan panoqilan rapat terlebih dahulu.

- 6ah.a rapat diadakap ddp,an acara .e.baha, rppp.p, pp.b,„,p
an dpppan .erubab saluruh Sppqarap Da.ar .aupun Data Persero-

an puna dideppaikap dppgan ppatp, tdrk.pi aerta deppap Updap,
- updanp tfa.„r PO Tabun 2007 tpptabp Pdraproap TorbataP, aaau
ai prosedure yang berlaku.

a D,b.a rapat tPlah .a.bpri kuaaa kepada penphadap uptuk .a -
nyatakan hapil kdputusap rapat sesuai dpppab Notulen t.r.ebut
data, bkta Notar.a p.p bardaaarkap ku.pa y.„, diteri.any. tpr
s.bpt ppbpbadap tetab .dbcabtu.kab basil keputusan rapat tar
sebut dalan ini,

- Barkaltap deppap hat t.rsabut. .aka dabpap ini panpb.dap da
la. kadpdufcap sabapaiaap. dis.bulkan diatas wpvatakap bat»a- ..
basil keputusan Rapat u.u. Paaepan, Saba. Parsaroan tarsabut-

adalah sebaqai berikut ;

1. Mengesahkan terjadinya pengalihan sahaa, perubahan susunan
Direksi dan Koaisaris Perseroan, penqeluaran 200 ( duara -
tus ) saha. biasa seri B, peningkatan aodal dasar dari —

RP. 300.000.000,- ( tiqaratus juta rupiah , .enjadi sebe -
sar Rp. 500.000.000,- { liaaratus juta rupiah ), pengeluar

«n 30 ( tigapuluh ) sahaa biasa seri B sehinqqa terjadi pe
na.faahan aodal dite.patkan dan disetbr, yang se.uanya ter-

IL

r
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/I cantua daiaa : ;

-  Akta Berita Acara tanqqai 21~02-1?76 ( dua.puiuh satu Fe

bruari tahun seribu seabilanratus tuiuhpuluh enam ) No-

■or 13ti :

j - Akta Berita Acara tanqqai 26-02-1976 < duapuluh enaa Fe
bruari tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh enae 'j No-

■or 162 :

Kedua Akta tersebut dibuat oleh Soetiipto. Sar.iana Hukiifli,-

Notaris di Surabaya :

-  Notulen Rapat dibawah tanpan tanogal 07-12-1978 ( tujuh

Desenber tahun seribu seAbilanratus tujuhpuluh dela

pan ) ;

Akta Berita Acara tanqqai 09-12-1978 ( seabilan Desea -

ber tahun seribu seAbilanratus tujuhpuluh delapan ) No-

Aor 65 ;

Akta tersebut dibuat oleh Soetjipto, Sarjana Hukua, Nota -

ris tersebut diatas ;

- Notulen Rapat dibawah tangan tanggal 27-12-1979 ( duapu

luh tujuh Deseeber tahun seribu seAbilanratus tujuh'pu -

luh seab11an ) ;

- Akta Berita Acara tanqqai 29-12-1979 ( duapuluh seAbi -

'laii DeseAber tahun"seribu seAbilai'ir'atus tujuhpuluh'seA-'

biIan ) NoAor 67 ;

Akta Berita Acara tanqqai 01-02-1980 ( satu Februari ta

hun seribu seAbilanratus delapanpuluh ) NoAor 1 yang —

bertalian dengan Akta-akta Jual Beli SahaA tanggal

01-02-1980 ( satu Februari tahun seribu seAbilanratus -

delapanpuluh ) NoAor 2 saspai dengan NoAor 6 ;

= Akta-akta tersebut dibuat oleh / dihadapan Reinhardt-

EdAond Bawolje, Sarjana HukuA, waktu itu Notaris di Ba-
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Kabupaten Banyuwangi
(  ti

nyuwangi :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanqqai 30-03-1989

qapuluh tlaret tahun seribu sewbi 1 anralus delapanpulu.h -

seabiian ) htoiBor 118 :

dibuat dihadapan Veronica Ratna Handayani. Sarjana Hukua,.-

Notaris di Banyuwangi : dan

-  Akta Berita Acara tanqaal 02-06-1989 ( dua Juni tahun -

seribu sembilanratus delapanpuluh serobilan ) Hoaor 30 -

yanq bertalian denoan Akta Jual Beli Sanaa tanqqai

02-06-1989 ( dua Juni tahun seribu seabilanratus dela -

panpuluh se«bilan ) NoBior 29 :

i kedua Akta tersebut terakhir diatas dibuat oleh / dihadap-
an Eko Handoko Hidjaja, Sarjana Huku®, Notaris di Malanq.-

#

2. ttenyetujui untuk aerubah jangka waktu F'erseroan dari 75 —

(  tujuhpuluh llaa ) tahun aenjadi tidak terbatas.

3. flenyetujui penghibahan sahaa yang akan dilakukan setelah -

selesainya rapat oleh :

- Tuan WILLIE WIBOWO BUDIOhC k.epada hlyanya TRISNOWATI BUDI

OKI berupa 10 ( sepuluh ) sahaa prioritas seri A dan 23-

(  duapuluh tiga ) saha® biasa seri B ;

- Tuan GUNTUR PRAJITNO kepada Nyonya NATHANIA MARLIANI

KRISTAMTI, Tuan Dokter ADRI DWI PRASETYO dan Tuan DIMAS-

TRI PRASETYO. ■asino-aaslnq berupa 30 ( tiqapuluh ) sa -

ha« prioritas seri A dan 69 ( enampuluh seabilan ) saha®

biasa seri B ; '

- Sehingga dengan selesainya penghibahan tersebut ( yang -

pada saat ini telah tercantua dala® surat-surat Hibah Sa -

ha® yang dibuat dibawah tangan Basing-®asing tertanggal

11-04-2015 ( sebelas April tahun duaribu liaabelas )» ®aka

susunan kepeailikan saha® dalara- Perseroan aenjadi sebagai'
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LYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi berikut :

- Nyonya TRISNOWATI BUDIONO. 10 I sepuluh ) saham priori -

^  j tas sen A dan 23 ( duapuluh tiqa ) sahatii biasa ser i B.-

I  - Nyonya NATHANIA HARLIANI KRISTANTl, Tuan Dokter ADRl DWl.

PRASETYO dan Tuan DIRAS TRI PRASETYO ; ffiasinq-fltasinq 30-

(  tiqapuluh ) sahaa prioritas seri A dan 69 ( enaapuluh-

sembilan ) sahaa biasa seri B.

A. Menyetuiui untuk aerubah Direksi dan P^ian Komisaris Perse

roan terhituna sejak selesainya penqhibahan saham teraak -

sud butir 2 diatas, sehinqga aeniadi sebagai berikut s —

-  DIREKTUR : Dokter ADRI DWI PRASETYO ;

-  KOMISARIS : TRISWHATI BUDIONC.

5. Renyetujui menyesuaikan seluru.h Anqqaran Dasar Perseroan -
'  »

bertalian denqan perubahan-perubahan teraaksud diatas dan-

denqan UU RI No. AO Tahun 2007 tentanq Perseroan Terbatas,

sehinqga untuk selaniutnya. seluruh Anggaran Dasar Persero

an selenqkapnya aenjadi tertulis dan berbunyi sebaqai ber

ikut:

I  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
j  Pasal 1.

Perseroan Terbatas ini bernasa : ,— r c

" PT. HOTEL HANYAR " ( selaniutnya cukup disingkat dengan

" Perseroan " ), berkedudukan di Banyuwanqi - Kabupaten Ba -

nyuMangi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk janqka waktu tidak terbatas.

liAKSUD DAN TUJUAN 5ERTA KEG I AT AN USAHA

j  F'asal 3.
Maksud dan tujuan Perseroan ialah : —

.J.
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1

3.

jf
J

Henlalankan usa.ha-usaha di bidanq penyediaan akofflodasi, pe

nyediaan sakan dan ainuB. antara lain akan tetapi tidak —

terbatas pada usaha perhotelan. pondok wisata, bumi perke-

■ahan, persinqgahan karavan, penyediaan sarana pariwisata-
alaa. (sendirikan dan menqelola ruaah fliakan/cafe/katerinq/-.
.iasa boqa :

Henjalankan usaha-usaha di bidanq jasa persewaan, jasa A -
gen Perjalanan, Penyelenggara Tour dan Jasa Reservasi lain

Menialankan usaha-usaha di bidanq jasa pada umumnya, kecua
li jasa di bidang hukua dan pajak.

modal

I  Pasal 4.
Modal dasar Perseroan berjualah Rp. 500.000.000,- ( liaa-

*

ratus juta rupiah ) terbaqi atas 100 ( seratus ) sahaa pri
oritas seri A dan 400 ( eapatratus ) sahan biasa seri B, -

Basing - Basing sahaB bernilai noBinal Rp. 1.000.000,-
(  satu juta rupiah ).

Dari modal dasar tersebut telah diteapatkan dan disetor —

66 •/. ( enampuluh enaa prosen ) atau sejumlah 330 ( tiqara-
tus tigapuluh ) sahaa dengan nilai nominal seluruhnya sebe
sar Rp. 330.000.000,- ( tiqaratus tigapuluh juta rupiah )-

■ t' ' * ' • * ■ ' • ■oleh para peaeqang sahaa yang telah aengaabil bagian saha®
dan rincian serta nilai nominal sahaa yang disebutkan pada
akhir akta.

- Saham yang aasih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -

Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan Perse
tujuan Rapat Umum Peaeqang Saham.

Para peaeqang sahaa yang namanya tercatat dalam Daftar -

Pemeqanq Sahaa aempunyai hak terlebih dahulu untuk menqaa
bil bagian atas sahaa yang hendak ttikeluarkan dalam jangka

1 '

I- nj -
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»  I

waktu 14 ( empatbelas ) hari seiak tanqqal penai«aran dila

kukan dan nasinq-nasinq pemeqanq saham berhak fflenqaflbii ba

> qian seiabanq denqan iumlah sahas y^inq nereka ailiki (Pro

poslonal) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya raau -

pun terhadap sisa saham yanq tidak diambil oleh peneqang -

sahan lainnya.

- Jika setelah lewat janqka waktu penawaran 14 ( empatbe -

las ) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yanq be

lum diambil baqian maka Direksi berhak menawarkan sisa sa

ham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

j  Pasal 5.
1. Semua saham yanq dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -

atas nama.

2. Yanq boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ada -

lah Warga Negara Indonesia dan / atau badan hukum Indone -

sia.

Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik

an saham dapat dibuktikan denqan surat keterangan atau ca

tatan yanq dikeluarkan oleh Perseroan.

Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat sa -

ham diberi sehelai surat saham.

Surat kolektif saham dapat di keluarkan sebagai bukti pemi

likan 2 ( dua ) atau lebih saham yanq dimiliki oleh se

oranq pemegang saham.

Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya i

a. nama dan alamat pemegang saham.

b, nomor surat saham.

nilai nominal saham.
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d. tanqqai penqeluaran surat saham.

8. Fada surat kolektif saham sekuranqnya harus dicantunkan

a. naaa dan alaaat peffleqanq sahan.

b. nofflor surat kolektif sahaa.

c. nomor surat saham dan iualah saham.

d. nilai no«inal sahao.

e. lanqqal penqeluaran surat kolektif sahaa.

9. burat saha® dan surat kolektif saham harus ditandatangani

oleh Direksi dengan persetujuan dari Koeisaris Utama atau

anqgota Kosisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat De

wan Kofflisaris.

1  PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas per

mintaan mereka yanq berkepentinqan, Direksi menqeluarkan -

surat sahas penqganti, setelah surat saham yanq rusak atau

tidak dapat di pakai tersebut diserahkan kembali kepada Di

reksi.

2. Surat saham sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimus

nahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk di lapor

kan dalan RUF'S berikutnya.

3. Jika surat saham hilanq, atas permintaan mereka yanq ber -

kepentinqan, Direksi menqeluarkan surat saham penqganti se

telah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -

dibuktikan dan denqan jaminan yanq dipandanq perlu oleh Di

reksi untuk tiap peristiwa yanq khusus.

4. Setelah surat saham penqqanti dikeluarkan, surat saham

yanq dinyatakan hilanq tersebut, tidak berlaku laqi terha

dap Perseroan.

Semua biaya yanq berhubungan dengan penqeluaran surat sa ~
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haa penqqanti. ditanqqunq oleh pegieganq saham yanq berke -

pentinqan.

Ketentuan sebaqaimana diaaksud pada ayat (1), ayat C2), —

ayat (3). ayat (4) dan ayat (5) autatis - autandis berlaku

baqi penqeluaran surat kolektif sahaa penqqanti.

PEMINDAHAN HAK. ATAB SAHAM

I  Pasal 7.

Peeindahan hak atas sahaa. harus berdasarkan akta penindah

an hak yanq ditatidatanqani oleh yanq meAindahkan dan yanq

•enerina pesindahan atau kuasanya yanq sah.

Peneqanq sahan yanq hendak ffienindahkan hak atae qahan, ha

rus nenaMarkan terlebih dahulu kepada peeeganq sahan lain

denqan aenyebutkan harqa serta persyaratan penjuaian dan -

■eaberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang pena

ttaran tersebut.

Penindahan hak atas sahaa harus nendapat persetujuan dari

instansi yanq berwenanq, jika peraturan perundang - undang

an aensyaratkan hal tersebut.

Hulai hari panqgilan RUPS sanpai dengan hari dilaksanakan

RUPS penindahan hak atas sahas tidak diperkenankan.

Apabila karena warisan, perkaMinan atau sebab lain sahan -
»• • • • • •• • . • • *■ '
tidak lagi nenjadi nilik Warga Negara Indonesia atau badan

hukun Indonesia, naka dalan jangka waktu 1 ( satu ) tahun

orang atau badan hukun tersebut wajib nenindahkan hak atas

sahannya kepada Warqa Negara Indonesia atau badan hukun In

donesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

I  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAh
1  Pasal 8.

Rapat Unun Penegang Sahan yang selaniutnya di sebut RUPS a

dalah :
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b. RUPS lainnya. yanq dalaa Anqqaran Dasar ini disebut ju

I  qa RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalaa Anqoaran Dasar ini berarti keduanxa,

itu ; RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali denqan te -

qas ditentuk^n lain.

3. Dalan RUPS tahunan :

j  a. Direksi fflenyaBoaikan ;

- laporan tahunan yanq telah ditelaah oleh Dewan Konisa

I  ris untuk nendapatkan persetujuan RUPS ;

j  - laporan keuanqan untuk sendapat penqesahan RUPS j
j  b. Ditetapkan pengqunaan laba, jika Perseroan Aeapunyai —

I saldo laba yanq positif.
»

I  c. Diputuskan aata acara RUPS lainya yang telah diajukan -

sebaqainana aestinya denqan nenperhatikan ketentuan Anq

garan Dasar.

4. Persetujuan lapqran tahunan dan penqesahan laporan keuang

an oleh RUPS tahunan berarti neaberikan pelunasan dan pern

bebasan tangqunq jawab sepenuhnya kepada angqota Direksi -

dan Dewan Koaisaris atas pengurusan dan pengawasan yang te

lah di jalankan selaaa tahun buku yanq lalu, sejauh tindak

an terssbut tercerain dalaa Laporan Tahunan dan Laporan Ke

uanqan.

5. RUPS luar biasa dapat di selengqarakan sewaktu - aaktu ber

dasarkan kebutuhan untuk aeabicarakan dan aeautuskan aata

acara rapat kecuali nata acara rapat yang dinaksud pada a

yat (3) huruf a dan huruf b. denqan aeeperhatikan peratur

an perundangan - undangan serta Anggaran Dasar.

I  TEMPAT, PEMANGGILftN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9.



NOTARIS - FPAT

^LYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi 1. RUPS diadakan diteapat kedudukan perseroan.

2. RUPS diselenooarakan denqan aelakukan penanqqilan terlebih

dahulu kepada para peneqanq sahan denqan surat tercatat —

dan / atau dengan iklan dalaa surat kabar.

3. Peaanqqilan dilakukan paling laabat 14 ( eapatbelas ) hari

sebeluffl tanqqal RUPS diadakan dengan tidak neuperhitunqkan

tanqqal peaanqqilan dan tanqqal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur L'^asia. Selain itu sebagai al -

ternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Konisaris Utama / -

Presiden Konisaris ( pilih salah satu ).

5. Jika Direktur Utana tidak ada atau berhalanqan karena se -

bab apapun yanq tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

RUPS dipimpin oleh Uakil Direktur Utama.

#

6. Jika Wakil Direktur Utasa atau Wakil Presiden Direktur ti

dak ada atau berhalanqan karena sebab apapun yanq tidak —

perlu dibuktikan kepada pihak ketiqa RUPS dipimpin oleh sa

lah seoranq Direktur yanq ditunjuk oleh Direktur Utama a -

tau Wakil Direktur Utama.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalanqan karena se

bab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ber —

halangan karena sebab apapun yanq tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dip!

lih oleh dan diantara mereka yanq hadir dalam rapat.

j  KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

[  Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagai

mana disyaratkan dalan undang - undang tentanq Perseroan '

Terbatas telah dipenuhi.
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Peaunqutan suara aenqenai diri oranq dilakukan denqan sq -

rat tertutup yanq tidak ditandatanqani dan aenqenai hal la

in secara lisan. kecuali apabila ketua RUPS aenentukan la

in tanpa ada keberatan dari peaegang sahaa yang hadir da -

laa RUPS.

3. Suara blanko atau suara yanq tidak sah dianggap tidak ada

dan tidak dihitunq dalaa aenentukan jualah suara yanq di -

keluarkan dalaa RUPS.

4. RUPS dapat aenqaabil keputusan berdasarkan ausyawarah un -

tuk aufakat atau berdasarkan suara setuiu dari jualah suara

yanq dikeluarkan dalaa RUPS sebagaiaana ditentukan dalaa Un

dang - Undang.

I  D I R E K S I
I  Pasal 11,

1. Perseroan diurus dan dipiapin oleh Direksi yanq terdiri da

j  ri 1 ( satu ) anggota direksi atau lebih.

2. Jika dianqkat lebih dari seoranq direktur, naka seorang di

j  antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utana.

3. Anqqota Direksi dianqkat oleh Rapat Unue Peeeqanq Sahaa, -

untuk jangka waktu 5 ( liea ) tahun dengan tidak aengurang

i hak Rapat Uaua Peaeaanq Sahaa untuk aeaberhentikannya se

Maktu - waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seoranq atau lebih a

tau seaua anggota Direksi lowong, naka dalaa jangka waktu

30 ( tigapuluh ) hari sejak terjadi lowongan harus dise —

lenggarakan Rapat Uaua Peaegang Sahaa, untuk aengisi lo

wonqan itu denqan aeaperhatikan ketentuan peraturan perun

danq ~ undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun seaua jabatan anggota Direksi

lowong, untuk seaentara Perseroan diurus oleh anggota 0®

"liSSass- ■
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wan KoBiisaris yanq dituniuk. oieh rapat Dewan Komisaris.

6. Anqqota direksi berhak sienqundurkan diri dari jabatannya

denqan aeaberitahukan secara tertulis kepada Perseroan pa

ling kuranq 30 ( tiqapuluh ) hari sebelua tannqal peng ^

unduran dirinya.

Jabalan angqota Direksi berakhir, jika ;

a. aenqundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) :

b. tidak lagi aeaenuhi persvaratan peraturan perundanq-un

danqan :

c. aeninqgal dunia ;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Peiieqanq

j  Sahan.

I  TU8AB DAN WEWENANG DIREKSI . ^

I  Pasal 12.

Direksi berhak newakili Perseroan didalaa dan diluar F'enq

adilan tentang seqala hal dan dalaa segala kejadian, weng

ikat Perseroan denqan pihak Iain dan pihak Iain denqan Per

seroan, serta aenialankan segala tindakan, baik yang me

nqenai kepenqurusan isaupun kepeailikan, akan tetapi denqan

peabatasan bahwa untuk :

a> aeminiaiB atau •eainiaakan uanq atas naea Perseroan ( ti

j  dak teraasuk «enga«bil uang Perseroan di Bank ) ;

j  b> aembeli, aenjual atau denqan cara Iain aeaperoleh atau-
■elepaskan hak atas harta tetap dan perusahaan-perusaha

an atau aeabebani harta kekayaan Perseroan ;

c> aengikat Perseroan sebagai penjaain ;

d> aenqadakan ikatan kerja atau kerja saea denqan pihak la

in

harus denqan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau Ak-

ta/surat yanq bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan

-.4.. .
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Kosisaris Perseroan

- satu dan lainnya denqan tidak nenquranai ketentuan yanq

tercantuB dalam Pasal 102 Undanq-undanq Republik Indonesia

Nofior 40 Tahim 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. a. Direktur Utaffia berhak dan ber«enanq bertindak untuk dan

I  atas nama Direksi serta aewakili Perseroan.

j  b. Dala® hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun iuga, yang tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiqa, «aka salah seoranq anqgota Direk -

5i lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan a -

tas naaa Direksi serta aewakiii Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenqgaraan Rapat Direksi dapat di lakukan setiap wak

tu apabila dipandang perlu ; ,

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;

b. atas perBintaan tertulis dari seorang atau lebih anggo

j  ta Dewan Komisaris ; atau
j c. atas pernintaan tertulis dari 1 { satu ) oranq atau le

bih pemegang sahaa yang bersaaa - saaa aewakili 1/10 -

( satu per sepuluh ) atau lebih dari ju.»Iah seluruh sa

has dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi —

I  yang berhak bertindak untuk dan atas naaa Direksi aenurut
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

j 3. Panggilan Rapat Direksi disaapaikan dengan surat tercatat
atau dengan surat yang disaapaikan langsunq kepada setiap

anggota Direksi dengan aendapat tanda teriaa paling laa

bat 3 ( tiqa ) hari sebelua rapat diadakan, dengan tidak

1 aeaperhitungkan tanqgal panggiJLan dan tanggal rapat-

s- f<*
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SLirat suara Jtertutup tanpa tanda tanqan sedanqkan peau

nqutan suara menqenai hal - hal lain di lakukan secara

lisan k.ecuali ketua rapat »enentukan lain tanpa ada ke

beratan dari yanq hadir.

c. Suara blanko dan suara yanq tidak sah dianqgap tidak - .

dikeluarkan secara sah dan dianqgap tidak ada serta ti

dak dihitunq dalaa aenentukan iumlah suara yanq dike -

luarkan.

Direksi dapat iuqa nenqafflbil keputusan yanq sah tanpa

aenqadakan Rapat Direksi, denqan ketentuan seoua anqqota

Direksi telah diberitahu secara tertulis dan seaua anqqo

ta Direksi Beaberikan persetu.iuan mengenai usul yang di -

ajukan secara tertulis denqan aenandatanganr persetu.iuan

tersebut. 7

Keputusan yanq dia«bil denqan cara denikian aeapunyai ke

kuatan yang saea denqan keputusan yanq diaabil denqan sah

dalam Rapat Direksi.

j  DEWAN KOMISARIS

I  Pasal 14.

1. Dewan Kosisaris terdiri dari seorang atau lebih anqqota De

wan KoBisaris. apabila dianqkat lebih dari seoranq anqqota

Dewan Kosisaris, siaka seorang diantaranya dapat dianqkat

sebaqai Koaisaris

2. Yang boleh diangkat sebagai angqota Dewan Kosisaris hanya

warqa neqara Indonesia yanq Beaenuhi persyaratan yang di

tentukan peraturan perundanq - undangan yanq berlaku.

3. Anqqota Dewan Kosisaris di anqkat oleh rapat usub Peaeqanq

SahaB untuk jangka waktu 5 ( lisa ) tahun denqan tidak

Benquranqi hak Rapat Uaua Peaieqanq SahaB untuk BeBberhenti

kan sewaktu - waktu.
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Fantjqiian rapat itu harus iBertcatuoikan acara, tanqqal, wak

tu dan tempat rapat.

Rapat Direksi di adakan ditefltpat kedudukan Perseroan atau

tempat keaiatan usaha Perseroan. Apabila seaua anggota Di

reksi hadir atau diwakili, panqqilan terlebih dahulu ter

sebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan

dimanapun iuga dan berhak menqaBbil keputusan yanq sah —

dan fflengikat.

Rapat Direksi dioimpin oleh Direktur Utasa dalaa hal Di -

rektur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yanq ti ~

dak perlu dibuktikan kepada pihak ketiqa, Rapat Direksi -

dipiapin oleh sebrang anggota Direksi yanq dipilih oleh -

dan dari antara anqqota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat di wakili dalam ftapat Direk

si hanya oleh anqqota Direksi lainnya berdasarkan surat -

kuasa.

9.

10.

11.

Rapat' Direksi adalah sah dan berhak fflenqainbil keputusan —

yang nengikat apabila lebih dari 1/2 ( satu per dua ) da

ri jualah anqqota Direksi hadir atau diwakili dalaa rapat.

Keputusan Rapat Direksi harus dianbil berdasarkan susyawa

rah untuk nufakat. Apabila tidak tercapai aaka keputusan

d'iaabil deag'an peaungutan suara' berdasarkan suara 'setuju

palinq sedikit lebih dari 1/2 ( satu per dua ) dari jua -

lah suara yang dikeluarkan dalaa rapat.

Apabila suara yang setuju dan yanq tidak setuju beriabanq

, ketua rapat Direksi yang akan aenentukan.

a. Setiap anggota Direksi yanq hadir berhak aengeluarkan

1  ( satu ) dan taabahan 1 ( satu ) suara untuk setiap

anqqota Direksi lain yanq diwakilinya.

b. Peaungutan suara aengenal diri oranq di lakukan denqan
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4. Jika Dleh suatu sebab iabatan anqaota. Dewan Komi saris lo -

wonq, maka dalam ianqka waktu 30 ( tiqapuluh hari ) sete -

lah terjadinya lowonqan, harus diselenqqarakan Rapat Uaua

pBoeaang Saham untufc menqisi lowonqan itu deng&n aeaiperha

tikan ketenluan ayat 2 pasal Ini.

5. Seoranq anqqoti"Dewan i(6®isaTlS"Birnalk: aengundurkan diri ~

dari jabatannya denqan aeaberitahukan secara tertulis ae -

ngenai naksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (ti

qapuluh) hari sebelua tanqqal penqunduran dirinya.

j 6. Jabatan anqqota Dewan Koaisaris berakhir apabila :
a. kehilanaan Kewarqaneqaraan Indonesia ;

b. aenqundurkan diri sesuai denqan ketentuan ayat 5 ;

c. tidak laqi aeaenuhi persyaratan perundanq - undanqan —

j  yang berlaku ;
d. aeninqqal dunia ;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Uaua Peaeqang

j  Sahaa.
j  TUGAS DAN WEWENAN6 DEWAN KOMISARIS

(  Pasa1 IS.

1. Dewan Koaisaris setiap waktu dalaa jam keria kantor Perse

roan berbak aeaasuki banqunan dan halaaan atau teapat lain

yang diperqunakan atau yanq dikuasai oleh Perseroan dan —

berhak aeaeriksa seaua peabukuan, surat dan alat bukti la

innya, aeaeriksa dan aencocokkan keadaan uang kas dan lain

- lain serta berhak untuk aenqetahui seqala tindakan yanq

telah diialankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anqqota Direksi wajib untuk aeaberikan

penielasan tentang seqala hal yang ditanyakan oleh Dewan -

Koaisaris.

3. Apabila seluruh anqqota Direksi diberhentikan seaentara
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dan Perseroan tidak aempunyai seorangpun anqqota Direksi -
«aka untuk se«entara De«an Ko^.sar.s dxwa.Ubkan untuk .enq
urus Perseoan. Dalam hal defliikian De«an Komisaris berhak -
untuk «e,berxkan kekuasaan se.entara kepada seorang atau ,
lebih diantara anqqota Dewan ^tas tanqgunqan
wan

4. Dalam hal hanya ada seoranq anqqota Dewan Koaisaris,

la timas dan wewenang yang diberikan kepdda Koaisaris Uta

ffia atau angqota Dewan Kosisaris dalam anqqaran dasar ini -

berlaku pula baginya.

I  RAPAT DEWAN KOMISARIS

I  Pasal 16.

Ketentuan sebaqai.ana diwaksud dala« Pasal 13 mutatis matan -

di5 berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

j  RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
I  Pasal 17.

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juqa anggar

an tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat

persetuiuan, sebelum tahun buku dimulai.

( b. Rencana keria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di
sampaikan paling lambat 30 ( tigapuluh. ) hari sebelivm dimu .

lainya tahun buku yang akan datang,

I c. Tahun buku Perseroan berialan dari tanggal 1 ( satu ) Janu
an sampai dengan 31 ( tiqapuluh satu ) Desember. Pada ak

hir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Un

tuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal ak

ta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 ( tiqapuluh -

satu ) Desember.

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kan

tor Peseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sa -
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PENGGUNAAN LABA DAN PEHBAGIAN DIVIDEN

'  I Pasal iS.

1. Laba bersih PerserQan dalaa suatu tahun buku seperti ter -

cantu.m dalam neraca dan perhitunaan laba ruai yanq telah -

diqahkan aleh RUPS tahunan dan aeritpakan saldo laba yano -

positif, dibaqi aenurut cara penqqunaanya yanq ditentukan

oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitunqan laba ruqi pada suatu tahun buku aenunjuk

an kertigian yanq tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,

maka keruqian itu akan tetap dicatat dan diaasukan dalas -

perhitungan laba riigi dan dalan tahun buku selanjutnya F'er

seroan dianqgap tidak aendapat laba selana keruoj.an yang -

tercatat dan di aasukan dalaa perhitungan laba rugi itu be

lum saaa sskali tutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan saapai inen

capai 20 /: [ duapuluh prosen ] dari jualah modal ditempat

kan dan di setor hanya boleh dipergunakan untuk aenutup ke

ruqian yanq tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jualah cadangan telah aelebihi jumlah 20 [ duapuluh

prosen ], RUPS dapat neautuskan aoar jumlah kelebihannya -

diqunakan baqi keperluan Perseroan.
!

3. Cadanqan sebagaieana diaaksud pada ayat (1) yang belun di

pergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadanqan -

sebagaieana disaksud pada ayat (2) yanq pengqunaannya be -

lum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi deng

an cara yanq tepat aenurut pertimbangan Direksi, setelah -

aemperoleh persetujuan Dewan Komisbris dan aemperhatikan -
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^ I*

peratu.ran perundang - undanqan aqar aemperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Seaala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalara Ang

qaran Dasar ini. akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalaa kedudukannya sebagai

fflana tersebu.t dialas Aeneranqkan bahwa :

1. Teiah diaabil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai -

»elalui kas Perseroan seju.Blah 100 ( seratus ) sahaiii prio-

ritas Seri A dan 230 ( duaratus tigapuluh ) sahan biasa Se

ri B atau seluruhnya denoan nilai noainal

Rp. 330.000.000,- ( tigaratus tigapuluh iuta rupiah ) yai-

tu oleh : 1
'  a

a) Myonya TRIShJOWATI BUDIOKO, sebanyak 10 ( sepuluh ) sa -

has prioritas Seri A dan sebanyak 23 { duapuluh tiqa )-

saha® biasa Seri B, dengan nilai noainal

Ro. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tiap sahaa, atau -

sebesar Rp. 33.000.000,- ( tigapuluh liga juta rupi

ah ) :

b) Nyonya NATHANIA MARLIANI KRISTANTI, sebanyak 30 ( tiga

puluh ) sahaffl prioritas seri A dan 69.( enampuluh sea r

bilan ) sahan biasa seri B, dengan nilai nominal

Rp. 1.000.000.- ( satu iuta rupiah ) tiap sahan, atau -

sebesar Rp. 99.000.000,- ( sembllanpuluh seabilan juta

rupiah ) ;

c) Tuan Dokter ABRI DWI PRASETYO, sebanyak 30 (tigapuluh)-

sahaffl prioritas seri A dan 69 ( enanpuluh seabilan ) —

sahan biasa seri B, dengan nilai noainal

Rp. 1.000.000.- ( satu iuta rupiah ) tiap sahan. atau -

sebesar Rp. 99.000.000,- < senbilanpuluh seabilan juta



NOTiUUS - PPAT
ILLYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn

Kabupaten Banyuwangi rupiah ) ; dan

j d) Tuan DIMAS TRI PRASETYO. sebanyak 30 ( tiaapuluh ) sa -

haffl prioritas seri A dan 69 ! enasipuluh sembiian ) sa -

hasi biasa seri B, dengan nilai Rosiinal Rp. 1.000.000,—

( satu iuta rupiah ) tiap saham. atau sebesar

Rp. 99.000.000,- i sembilanpuluh seabilan .iuta rupiah ).

- sehinqaa seluruhnya berjuffllah 100 < seratus ) sahaa pri

oritas seri A dan 230 ( duaratus tigapuluh ) sahani biasa -

seri B denqan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 330.000.000,- ( tiqaratus tigapuluh juta rupiah ).

. Susunan Direksi dan Dewan Koaisaris Perseroan raen.iadi seba

oai berikut ;

-DIREKTUR

-KOMISARIS

Dokter ADR! DWI PRASETYO.

Lahir di Halang,

Pada tanqgal 25-02-1932 ( duapuluh

liaa Februari tahun seribu seabi -

lanratus delapanpuluh dua ),

Dokter,

Warqa Negara Indonesia,

Berteapat tinggal di Manyar Kerto-

arjo 9/74 Rukun Tetanqga 003 Rukun

Warga Oil, Kelurahan Mojo. Kecaaat

an Gubena, Kota Surabaya,

Peaegang Kartu Tanda Penduduk No -

Bor : 3578082502820005.

TRISNOWATI BUDIONO,

Lahir di Maqelanq, —

Pada tanggal 19-10-1956 t seabilan

belas Oktober tahun seribu seabi -

lanratus liaapuluh enara ),



NOTARIS - PPAT
VILLYA SANDRA DE\A/I, SH.M.Kn

Kabupaten Banyuwangi Wiraswasta,

Warqa Neqara Indonesia,

Berteapat tinqqal di Jalan Rinjani {

Noaor 1 Rukun Tetangga 014 Rukun -

Warqa 007, Kelurahan Oro-oro Dowo,

Kecaaatan Klojen, Kota Malang,

Peaeqanq Kartu Tanda Penduduk No -

aor ! 357?A259i056000i.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Banyuwangi pada hari dan tanqgal

serta jaa tersebut pada baqian awal Akta ini denqan dihadiri-

oleh ;

1. Nyonya VERONICA RATNA HANDAYANI, Sarjana Hukaa, Lahir di -

Yooyakarta pada tanqgal 23-02-1945 ( duapuluh tiga Februa-

ri tahun seribu seabilanratus eapatpuluh liaa ), Warqa Ne

qara Indonesia, Hiraswasta, bertenpat tinggal di Jalan

Jendral A. Yani NoAor 87, Kelurahan Tukanqkayu, Kecaaatan-

dan Kabupaten Banyuwangi, Peaeqang Kartu Tanda Penduduk No

aor ; 12.2601.630245.0001 ;

2. Nyonya SITI HUJAYINAH, Lahir di Banyuwangi tanqgal

27-01-1970 ( duapuluh tujuh Januari seribu seabilanratus -

tujuhpuluh ), Warga Negara Indonesia, Karyawan, berieapart—

tinqgal di Jalan Jaksa AqunqSuprapto Rukun Tetanqqa 004 -

Rukun Warga 002, Kelurahan Penganjuran, Kecawatan dan Kabu

paten Banyuwangi, Peaeqanq Kartu Tanda Penduduk Noaor : —

3510166701700007 ?

- sebaqai saksi-saksi.

- Setelah saya, Notaris aeabacakan Akta ini kepada penghadap-

dan para saksi, aaka seqera penqhadap, para saksi dan saya.

Notaris wenandatangani Akta ini.



•• :i

III,'. riKiTr

- Dibuat denoan tanpa perubahan.

- Ditandatanaani oleh :

1. TRlSbnWATI BUDIOWO :

2. V. RATNA HANDAYANI, SH ;

3. SITI HUJAYINAH :

4. VILLYA SANDRA DEBl, SH. H.Kn.

Hinuta akta ini telah ditandatanaani denqan sempurna.

diberikan sebaaai SALINAN.

lU

di K.abupaten Banyuwanqi

mruiH

( VILLYA SANDR ,  SH., M.Kn. )



PEMERINTAH REPIJBLIK INDONESIA

NOMOU IN!)l K BERl SAIlA (NIB)

02420(}099«475

Berctasarkan ketcnuian Pasal 2^ aval (U Pcradiran Pctnerinlali NomcM- 24 Tahun 2018 lemant; Pdavaiian
Pen^inan Bcrusaha rcrinlcgrasi Keiara Mcktmnik. l einhaga OSS menci'hukan NIB kcpada

Nama Peru^ahaan PT HOTEL MANYAR

Alamat Kantor/'Korespondensi : Jl Uatot Subroto No. 110. Kel Buiusan, Kec Kalipuro, Kab.
Banyuwangi, Prov Jawa Timor

01.110 044 3-627.000

0333(424741)

0333(424742)

manyargardeiihotelbanyuwangi@yahoo.co.id
Liliat (.amptran
PMDN

NPWP

NomorTelepon
Nome*" Fax

Email

Kode dan Nama KBLI

Status Penanaman Modal

1 NIB merupakan identitas Pelaku Lsaha dalar.i rangka pelak.sanaan kegiatan bemsaha dan berlaku sclania
menjalankan k^iatan usaha sesuai kclentuan (x-i atutan penindnng-undangan

2 NIB adalah bufcli Pendaf'laran Pt-nanaman Mrxiai'BcniJiaha vmg sckaitgu.s merupakan pcnacsahan Tanda
Daftar Pen sahaan ' ■ \

-1 Lenibaga f)S.S benvenanu iiiiiuk nidaknkan evaltiasi d.mAnai! penili.ihaii alas izin usaha (isan
komersiai/npciasional) sesiia! kclcniiian penmdang-undanpan

4. Sduruh data vang tcrcarttum dalam .NIB dapat bembah sesuai dencan pctkembangan kegiatan beru.saha

5. Apabila di kemudian hart ternyata leuiapai kckoiinian dalam Kepuuisan ini, inaka akan dilakukan perbaikaii
sebagaimana mestinya

Diterhitkan tanggal . 7 September 2020 0!eh Badan Koordinasi Penanaman Modal

r^aa*

/  i'rt m-. iitUii StMcnt '■ J'n.i .tr* th inki^ usoAtt ,hm A - Jttin t Uiimirt'ku
xhtuUH J^tkumru tw .itpf .htu: \(Xh'i>i ■ 7V\ 'urii/mh tiutyx»fK' ' fh Udti ifMihn vr/Hvwf/w/nj

Biretak taiigsal; 07 ScptemlMT 2020



PEJVtERlNTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDI K BERI 'SAHA (MB)
(»24200099(M75

No. Kodc KBi.l Naina KBI .I

1 56101 Rl:.SI()RAN

2 55114 IIO'D:!, BIN I ANCi IHJA

Dcngan ketemuan bahwa NIB terscbiil hanyu berlaku uniuk Nama KBL! dan Kode KBLI
yang tercantum dalam iainpiran ini

Oiceink lAiiggut; 07 S«ptcitit)«r 2020



KEMENTERtAN KEUAN6AN RERUBLIK INDONESIA I

DIREKTORATJENDERALPAJAK

NPWP : 01.110.044.3-627,000

PT. HOTEL MANYAR

JLN GATOTSUBROTO NO. 110RT 002 RW.003
BULUSAN KALIPURO
KAB. BANYUWANGIJAWA TIMUR 99999

KPP PRATAMA BANYUWANGI



bankjatim

SURAT-REFEREWSI

NO. 060/707/REF/PN/2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi dengan ini menerangkan bahwa

Nama Rekening

Direktur

Alamat

Adalah Nasabah Kami sejak

dengan Nomor Rekening

HOTEL DAN RESTAURANT MANYAR PT

WINDI YULIA PRAMESTHi

lALAN GATOT SUBROTO NO 110

8ULUSAN KALIPURO

BANYUWANGI

01 Juli 2010

0022903349

Surat Referensi ini dikeluarkan untuk kepentingan :

TRANSAKSi PEMBAYARAN ACARA STAYCATION MAKES YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENPAREKRAF

Sesuai Surat Permintaannya Nomor 039/MGH/X1/2021 Tanggal: 16 November 2021
Demikian Surat Referensi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya
ikatan apapun dengan pihak kami.

Banyuwangi, 16 November 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk

CABANG BANYUWANGI

Di

CA&AJJC dAKmiftWNGI

imoi ang Operasional
DANIEL YUGA K

PR. Penyelia PN

bankjatlm.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon/Faksimili (0333) 412343
http://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id emall:dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id

1. NIB

2. Name Pengusaha

3. Alamat Pengusaha

4. Nama Perusahaan

5. Alamat Kantor Perusahaan

6. Jenis Usaha

7. Lokasi Usaha

8. Mark Usaha

9. NPWPD

10. Fasilltas Yang Tersedia

KETENTUAN

PERTAMA Apabila dike

PERSETUJUAN PENERBITAN

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
Nomor: 440/30/429.111/2020

0242000990475

DR. ADRI DWI PRASETYO

Manyar Kertoardjo 9/74 RT.03 RW.11 Kel/Desa Mojo Kecamatan
Gubeng Kota Surabaya

PT. HOTEL MANYAR

Jalan Gatot Subroto No.110 RT.02 RW.03 Kelurahan Bulusan
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

HOTEL dan RESTORAN "MANYAR"

Jalan Gatot Subroto No.110 RT.02 RW.03 Kelurahan Bulusan

Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
manyargardenhotelbanyiiwangi@yahoo.co.id

Hotel (55114), Restorar, (56101),--

2.0000601.20.03

Peralatan, Perlengkapan Hotel dan Restoran ' *

KEDUA

mudian hari terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan yang beiiaku maka
Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat ditinjau kembali dan dicabut.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
ditetapkan dan perusahaan wajib mendaftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebeium masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

Banyuwangi
11 September 2020

FR TDUP 0 REV 0

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUWANGI

I

A

/ Dwl'WAVyAN.Y/\DMADL11.SI

L -Pemblna Utama Muda

NIP. 197107201991011002



KEIVIENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK n.MU PELA VARAN

SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 /151 / 26 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 12 AGUSTUS 2022

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG ENFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DIKLAT
KECAKAPAN KAPAL TRADISONAL PENANGKAP IKAN DENGAN

PELAYARAN MAKSIMAL 60 MIL BAGIAN DECK

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SKK KLM ANGKATAN IV

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN

2022



ask
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAD AN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE PCS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : lnfo@pip-semarang.ac.ld
Home Page: www.plp-semaranq.ac.ld

BAB I

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor ; PL. 102 / 151 / 27 / PlP.SMG-2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. HOTEL MANYAR

Semarang, 12 Agustus 2022

Perihal: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekeijaan Barang sebagai
berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekeijaan

Lingkup pekeijaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

Telepon/Fax
Website

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV.
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV sebanyak 1 paket.
Rp. 79.200.000," (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu mpiah)
DlPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Smgosari 2A Semarang
0248311527/0248311529

http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan

No Kegiatan Haii/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran Senin-Selasa,

15-16 Agustus 2022
09.00 s/d 13.00 WIB

b. Pembukaan Dokumen Penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga

Selasa,

16 Agustus 2022
13.05 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Jum'at,

19 Agustus 2022

1  09.00 WIB s/d
i  Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat
tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk
diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

NT. S.ST. MMKRISTIN ANITA I

Pembina, IV/a

NIP. 198000602 200212 2 002



A. UMUM

BAB II

INSTRUKSIKEPADA FENYEDIA (IKP )

1. Lingkup
Pekerjaan

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Peseita menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang
dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekeijaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.
Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tereantxim dalam LDP.
Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.
Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan

cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam
Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4.1

4.2

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
klausuM. 1 antara lain meliputi;
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik



langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkanpegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus
badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan
Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantiun dalam

LDP;

c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau

f.

sewa;

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1)Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2)Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3)Kartu Tanda Penduduk.
Pakta Integritas;
Surat pemyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanyatidak sedang dihentikan;
yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak
sedangdikenakan sanksi daftar hitam;
yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan danpengurus badan usaha sebagai
pegawaiKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
sedangmengambil cuti diluar tanggungan Negara.
peserta perorangan, persyaratan kualifikasi

administrasi/legalitas meliputi:
memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti
KartuTanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan
DomisiliTinggal;
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
menandatangani Pakta Integritas; dan
Surat pemyataan yang ditandatangani berisi:

2)

3)

4)

a.

b.

c.

d.

5.2 Untuk



6. Persyaratan
Kualifikasi

Teknis Peserta

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau

sedangmenjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali

yangbersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
Negara.

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi ;
a. Memiliki pengalaman:

1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurunwaktu
3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusiadan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan
termasuk layanan puma jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen

Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari;
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instmksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas,Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran;

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMENPENAWARAN

8. Dokumen

Penawaran dan

Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak I (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan :

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam

LDP;

3) harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengums



koperasi;
b) penerima kuasa dari Direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran
dasar;

c) pihak lain yang bukan Direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/Anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi
yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat
kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi berdasarkan akta pendirian/Anggaran dasar;
atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat.

b. Surat Kuasa dari Direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila
dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar;

b. standar produk yang digunakan;
C. garansi;
d. layanan pumajual;
e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana

tercantum dalam LDP; dan

f. identitas (jenis, tipe dan merek).
8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak
sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat
Dokumen Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung
Penawaran

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
10. Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen

Penawaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran,

yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);



c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
Negosiasi a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
Penawaran b. evaluasi teknis; dan

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a

butir 4);
2) mencantumkan penawaran harga;
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari

waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
4) jangka waktu pelaksanaan pekeijaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat

Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan

Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggimakan sistem gugur
{pass and fail)',

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang
hams dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen
Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.



11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis

dan harga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita

Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan,

Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku
Usaha lain.

12. Pembuatan Berita 12.1

Acara Hasil

Pengadaan 12.2
Langsung

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal
sebagai berikut;
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ 13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14. Penandatangan-
an SPK

13.6

14.1

14.2

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.
PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan
hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan

sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk

melaksanakan Kontrak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK
menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan
memasulckan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan
dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat
Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan
pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling
lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:



a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari;
1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian

yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai

pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila

diperlukan.
14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia

adalah sebagaimana dimaksud pada klausul8.2 huruf a butir 4)



BAB in

LEMBAR DATA PEMILinAN(LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagiao IKP

1. LEVGKUP

PEKERJAAN

No.

IKP

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Isian Ketentuan

Kode RUP;

Nama paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV

Uraian singkat paket pengadaan; Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK
KLM Angkatan IV

Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang

Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Belanja BLU
PIP Semarang

Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah: www, pip-semarang. ac. id

Website Aplikasi SPSE ; Ipse.dephub.go.id

2. SUMBERDANA

5. PERSYARATAN

KUALIFIKASI

ADMINISTRASI/

LEGALITAS

PESERTA

8. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASI

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA
PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

5.1 .a Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-
undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta
Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin
usaha kecil dengan jasa lainnya surat izin lain sesuai
sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (TDUP) Persekutuan Komanditer atau
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;

8.2.a Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran

8.3.h Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 12 (dua belas)
hari kalender.



BAB IV

DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO NAMA BARANG

HARGA(Rp) ■

JML JAM TOTAL SAT. SATUAN JUMLAH

1 Paket penginapan

jumlah

ppn

total
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BABV

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.;
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di

Perihal : Penawaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK
KLMAngkatanlVr

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor; tanggal
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokiunen Pengadaan, dengan ini kami

mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV sebesar Rp. ( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama
(  ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokimien Pengadaan.

PT/CV/Firma

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap
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B. BENTUKDOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No Uraian

Barang
Spesifikasi
Teknis

dan/atau

Gambar

Satuan Volume Identitas

Barang yang
ditawarkan

1. [Diisi uraian
jenis Barang]

[diisi satuan
unit Barang]

[diisi volume
unit Barang]

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai denganitem pekeijaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No Uraian Barang Satuan Volume Jumlah

Harga

TKDN

Jumlah (Sebelum PPN)

PPN(11%)

Jumlah total setelah PN

12



BAB VI

PAKTAINTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraari/'Kemitraan
dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [w/ sesuai dengan
K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan
sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jtempat], ]tanggal] [bulan] 20 [tahunj

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

13



BAB vn

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Say a yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; [nama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/'Paspor]

Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan
untuk cantumkan nama badan usaha]
dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan [akta
pendirian Anggaran dasar 'surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/Anggaran dasar/surat kuasa\,

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar
tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang
cuti diluar tanggungan K/UPD "7;

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

14



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status □ Pusat □ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

d.Nomor Pengesahan/pendaftaran
(contoh: nomor pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM
untuk yang berbentuk PT)

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan /Anggaran Dasar
Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

(contoh; persetujuan/bukti laporan
dari Kementerian Hukum dan
HAM untuk yang berbentuk PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam
Badan Usaha

15



D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha No Tanggal

2, Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDP

A. Izin Lainnya [ajyabila dipersyaratkanj

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

No. tanggal

G. DataPersonaliaCTenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan
dalam

pekerjaan

Fengalaman
Kerja (tahun)

Frofesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8
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H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/a/issZvZa diperlukan]

No.

Jenis
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas
atau

output

pada saat
ini

Merk

dan

tipe

Tahun

f)embuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Data Pengalaman Perusahaan dalam kuruo waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

Pekerja
an

kelom Ringka Lokasi

Pemberi

Pekerjaan

Kontrak
Status

Penyedi
a dalam

pelaksa

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan

pok
(grap
)

san

Lingku
P

Pekerja
an

Nama
Alamat/

Telepon

No/

Tanggal
Nilai

naan

Pekerja
an

Kontrak

BA

Serah

Terima

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

dst

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Pekerjaa
n

Ringkasa
n

Lingkup
Pekerjaa

n

Lokasi

Pemberi Pekerjaan Status

Penyedia
dalam

pelaksana
an

Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontra

k

(Renca

na) (%)

Prestasi

Kerja

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi
administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada
pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jtempat], __itanggal]_ [bulan]2Q [tahun]
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PT/C V/Firma/Koperasi
[pilihyang sesuai dan cantumkan namaj

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lemkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan maha]
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BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[hop surat satuan kerja Pejabat Pembuat KomitmenJ

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nama PPK;

Nama Penyedia:

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG :

PAKET PENGADAAN

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG ;

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIP A
Anggaran untuk mata Anggaran kegiatan

Tahun

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: C J hari kalender

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]

fnama lenskap]

fjabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
maka rekatkan materai Rp 6.000, -)]

fnama lenskap]

[jabatan]

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, sesuai dengan volmne, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
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2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta

biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK
berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap basil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis
penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia
untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALfflAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
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adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Siirat Perintah
Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekeqaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga

SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal
mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir;
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeijaan sejak tanggal mulai kerja
sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut teijadi akibat tindakan
atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekeijaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian
Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji
coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
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13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekeijaan
dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekeijaan di lokasi
pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai keija, dan melaksanakan pekeijaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah

ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
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Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi;
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan

yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
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Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila;
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelAnggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibaimya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3

(tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia imtuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelAnggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin p' embayaran secara sekaligus];
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
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c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hai-hal yang sedang menjadi
perselisihan.

22. DENDA

a. Jikapekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya srmgguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung
dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelAnggaran syarat ini mempakan pelAnggaran
yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : [tempat], __[tanggal] [bulan] [tahun]
Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan basil negosiasi harga sebesar Rp ( ) kami
nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan
menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima pemmjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap
penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Keija

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskap]

[jabatan]

NIP ;

Tembusan Yth. :

1. [PA'KPA fC'LPDJ
2. [APIP K/L/PD]
3. [Pejabat Pengadaan]

dst
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B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

Piop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor:

Paket Pekerjaan;

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejahat Penandatangan Kontrak]
[jabatan Pejahat Penandatangan Kontrak]
[alamat satuan kerja Pejahat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini memerintahkan:

Jnama Penyedia BarangJ
Jalamat Penyedia Barang]

yang dalam hal ini diwakili oleh:
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rineian Barang;

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total
Ukuran Satuan Harga^

2. Tanggal barang diterima: ;

3. Svarat-svarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penvelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan hams sudah selesai
pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang ;

'  Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan
Nilai).
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6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk
PPN).

[tempat], __[tanggal] [bulan] [tahun]

Untuk dan atas nama __

Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lenskap]

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda tangan]

fnama lenzkap]

[jabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pekeijaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat SKK KLM Angkatan IV;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022
tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya tugas Pejabat
Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Belanja RM pada
Politeknik llmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M.

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SKK KLM ANGKATAN IV

POLITEKNIK LLMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SKK KLM ANGKATAN IV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahim 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5I0/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;



j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/V1/D1KLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/1V/DIKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/X1/D1KLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. GambaranUmum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah:



a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukimg pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum seeara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengaeu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain;

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

e. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.



Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keija melalui keijasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan selumh sumber daya organisasi secara terns menems.

d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merapakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang



mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan peiayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakarmya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

menghasilkan peserta didik yang berkompeten dari segala macam diklat seperti diklat

pemberdayaan masyarakat tersebut.

n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat

SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

adalah untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses

pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik.

Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka

dapat mewujudkan peiayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong



ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP

Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 adalah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta mendukung

berjalarmya kegiatan dengan baik dan aman.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta

diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

rV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

HERIPRASETYO, S.M.

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta

Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 319.000.000 (Tiga Ratus

Sembilan Belas Juta Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlirkan untuk Pengadaan Paket Penginapan

Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik

Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 79.200.000,00 (Tujuh

Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

VL. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 12 (Dua belas) Hari kalender.



Vn. LEVGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekeijaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.

2. Penyedia melakukan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang.

3. Penyedia melakukan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 sebelum jatuh tempo peqanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat SKK KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun

2022 ini, dilaksanakan selama 12 (Duabelas) Hari kalender.

Semarang, 12 Agustus 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

C
HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda, (IIEa)
NIP. 19850429 20I0I2 1 003



JADWAL PROSES

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKK KLM ANGKATAN IV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOKEGIATAN12-Aug-2213-Aug-2214-Aug-2215-Aug-2216-Aug-2217-Aug-2218-Aug-2219-Aug-22

1Dokumen Pengadaan Langsung
S

2Undangan kepada Peserta Terpilih
Fi

3Pemasukan Dokumen Penawaran1?1 c
4Pembukaan Dokumen Penawaran

5Evaluasi Penawaran
■

6Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga%
%

7Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung1 1

8Rapat Pra Penunjukan

9Penandatanganan Kontrak / SPK
^ 1

KETERANGAN

HARI KERJA

PROSES PELELANGAN

HARILIBUR

SEMARANG, 12 AGUSTUS 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

KRISTIN ANITA IND]TYANI, S.ST. MM

Pembina,flV/a'
NIP. 19800602 200212 2 002



01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE PCS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : jnfo@plp-semarang.ac.id
Home Page: www.pip-semaranQ.ac.id

XKAN
KoMto AkndNM Mdwitl

l$Ot001:201S

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKK KLM ANGKATANIV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 220.000 Rp 79.200.000

JUMLAH Rp 79.200.000

Terbilang: Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah

Semarang, 12 Agustus 2022

Pejabat Pembuat Komitmen RM

PIP Semarang

HERIPRASETYO. S.M.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19850429 20I0I2 I 003



RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIP A

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekerjaan

7. Uraian/Volume Pekerjaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SP DlPA-022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021

022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111

PL.102 / 155 / 14 / PlP.SMG-2022 Tanggal 19 Agustus 2022

PT. HOTEL MANYAR

01.110.044.3-627.000 / Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003,
Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, 99999

Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh

ribu rupiah)

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat

SKK KLM Angkatan IV

Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas

nama PT. HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349

12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 - 30 Agustus 2022

30 Agustus 2022

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan l/1000(satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catalan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 19 Agustus 2022

PEJAB AT PEMBUAT KOMITMEN RM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003


